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Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai 
Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah ( Tenaga Kontrak ). Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri 
Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Disiplin merupakan sikap mental yang tecermin dalam perbuatan 
tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau 
ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma dan kaidah yang berlaku. 
Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang senantiasa 
berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala peraturan yang telah 
ditentukan. Kedisiplinan dapat dilakukan dengan latihan antara lain dengan 
bekerja menghargai waktu dan biaya akan memberikan pengaruh yang positif 
terhadap produktivitas kerja pegawai. Kedisiplinan pegawai adalah sikap penuh 
kerelaan dalam mematuhi semua aturan dan norma yang ada dalam menjalankan 
tugasnya sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya. 
Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan diantaranya, Bagaimana 
pelaksanaan kedisiplinan dan sanksi pegawai ASN di Kantor Rektorat. Bagaimana 
pandangan fiqh siyasah terhadap kedisiplinan pegawai ASN. Adapun tujuan 
diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah 
tentang Kedisiplinan ASN sudah sesuai dengan apa yang telah di terapkan di 
Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung dan untuk mengetahui bagaimana 
pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), sifat 
penelitian ini bersifat deskritif. Proses pengumpulan data dalam penelitian, 
menggunakan metode pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Dalam 
menganalisis, penelitian menggunakan analisa kualitatif dan dibantu dengan 
menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini. 
Adapun kesimpulan Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum 
optimal dilaksanakan karena masih ada beberapa Aparatur Sipil Negara di Kantor 
Rektorat UIN Raden Intan Lampung yang masih melakukan pelanggaran disiplin. 
ASN di Lingkungan Kepegawaian Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung 
memiliki peran besar dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam meningkatkan 
disipilin pegawai terhadap jam kerja. Kurang maksimalnya sanksi yang diberikan 
pegawai dan kurang sadarnya pegawai dalam sanksi yang diberikan tersebut, 
sehingga kepala Kasubag Di Kantor UIN Raden Intan Lampung memberikan 
toleransi dan sanksi Ringan Kepada pegawai ASN tersebut. 
  
   
   
 MOTTO 
 
 ٌَّ ِإَهللا  ْأ ُّدَُؤت ٌَأ ۡىُكُشُيَۡأٌ ِت ََُٰ َََٰيۡلۡٱ  ٍَ ٍۡ َب ُىت ًۡ َكَح اَِرإ َٔ  َآِه ْۡ َأ ٰٓ ََٰىِنإ ِساَُّنٱ  ٌَأ
 ِب ْإ ًُ ُكَۡحت  ِلۡذَعۡنٱ  ٌَّ ِإَهللا  ِّ ِب ىُُكظَِعٌ ا ًَّ ِِعَ ٰۦٓ  ٌَّ ِإ َهللا َ اٗشٍَِصب ا ََۢعٍ ًِ َس ٌَ اَك  
 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat 
1
(Q.s An-nisaa ayat 58) 
 
  
                                                             
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: yayasan 
penyelenggara penterjemah al-qur‟an, 1971).h.128 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Guna memperjelas pokok bahasan penulis skripsi ini, maka perlu 
penjelasan dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya.Judul 
skripsi ini adalah PELAKSANAANPASAL 7 PERATURAN 
PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG KEDISIPLINAN 
APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH (Penelitian 
di Kantor Rektorat Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung).Judul 
ini terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut ; 
1. Kedisiplinanadalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang 
dipercaya merupakan tanggung jawabnya.
2
 
2. Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN)sebagaimana yang tercantum 
dalam pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara perubahan atas Undang-Undang No. 43 
tahun 1999 tentang Pegawai Negeri : 
1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagai Pegawai Negeri Sipil  dan 
Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 
2. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 
                                                             
2
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta : Balai Pustaka, 2008), h. 35. 
 pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Jadi, Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Pegawai Negeri 
Sipil untuk mentaati kewajiban dan menjauhi larangan yang ditentukan 
dalam peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar 
dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 ayat (1).
3
 
3. Fiqhsecara bahasa terdapat dua makna. Makna pertama adalah al fahmu al 




4. Siyasahadalah politik diambil dari kata (saasa) yang artinya memimpin, 
memerinta, mengatur, dan melatih sebuah kaum.
5
 Dengan demikian Fiqh 
Siyasah adalah ilmu yang membutuhkan pemahan dan pengarahan yang 
mendalam dalam aspek hukum Islam dan aturan. 
Dari beberapa pembahasan istilah di atas dapat disimpulkan, yang 
dimaksud judul skripsi ini adalah bagaimana menurut fiqh siyasah terhadap 
masalah kedisiplinan aparatur Negara atau pegawai negeri sipil yang harus 
patuh dan taat terhadap peraturan yang ada. 
 
 
                                                             
3
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplinj Pegawai Negeri Sipil. 
4
Muhammad Ibn Manzhur, Lisanul Arab, (Madah: Darul Fikri), 1386. 
5
 A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya : Pustaka Progresif, 
1984), h. 677. 
 B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan penulis memilih judul “Kedisiplinan Aparatur Sipil 
Negara(ASN) Menurut Fiqh Siyasah (studi kasus di Kantor UIN Raden Intan 
Lampung)” ini adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung yang menjunjung 
tinggiKedisiplinan waktu yang sangat berarti ini ingin mengetahui 
bagaimana Kedisiplinan staf atau para pegawai menurut Fiqh Siyasah yang 
ada di kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung. 
2. Pokok bahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis 
pelajari di Fakultas Syari‟ah dan Hukum jurusan Siyasah. 
3. Belum ada yang memilih judul proposal ini di fakultas syariah dan hukum 
jurusan siyasah. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Sebagaimana kita ketahui kedudukan dan peran Aparatur Sipil Negara, 
untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha 
mencapai tujuan nasional.Kelancaran penyelenggaraan tugas dan 
pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara 
khususnya Aparatur Sipil Negara. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan 
nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, demokratis, 
makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang 
merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang 
harus meyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat 
dengan dilandasi kesetiaan kepada pancasila dan Undang-Undang 1945. 
 Kemajuan sebuah Negara bergantung pada program pembanguna di berbagai 
bidang yang harus terus dilakukan, hal tersebut dapat berjalan dengan baik 
apabila didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas, ASN 
sebagai unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan terhadap 
keberhasilan peyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.Hal ini bahwa 
ASN menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya masing-masing
6
. Dengan demikian Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) merupakan salah satu element penting yang menjadi ujung 
tombak dari pemerintah, idealnya dalam melaksanakan pelayanan terhadap 
masyarakat harus sesuai dengan kaidah good and clean goverenance dimana 
baik semua element termasuk pegawai wajib menjalankan tugas dan fungsinya 
dengan profesional, baik dan bersih sehingga pelayanan yang didapat oelh 
masyarakat dapat sesuai dengan kualitas pelayanan yang diharapkan.
7
 
Kedisiplinan merupakan fungsi yang terpenting karena semakin baik 
disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat di capainya.Tanpa 
disiplin yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal. 
Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua 
peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.Kedisiplinan dapat 
diartikan bilamana karyawan atau pegawai datang dan pulang tepat waktunya, 
mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan 
perusahaan atau perkantoran dan norma-norma sosial yang berlaku. 
                                                             
6
 Dessler Gary, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 1997), 
h.329. 
7
http://jatimprov.go.id/read/profil/satuan-kerja-perangkat-daerah, (diakses tanggal 30 
Oktober 2018, Pukul 20:00 WIB). 
 Kedisiplinan harus di tegakkan dalam suatu organisasi atu instalasi, karena 
tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, maka sulit perusahaan untuk 
mewujudkan tujuannya.Jadi, kedisipinan adalah kunci keberhasilan suatu 
perusahaan atau perkantoran untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
8
 
Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri 
Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintahan. Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 




Kurang disiplinnya PNS masih sering terlihat kasat mata dalam 
keseharian.Kedisiplian PNS terlihat dari masih adanya PNS yang terlambat 
masuk kerja, pulang lebih awal, berkeliaraan di saat jam kerja dan 
membolos.Disiplin Pegawai Negeri Sipil itu sendiri menurut Peraturan 
Pemerintah adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati 
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati 
dan dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
10
Berprofesi sebagai PNS sebagai abdi 
Negara memang sangtlah nyaman, disiplinnya longgar, setiap bulan menerima 
gaji, bahkan banyak PNS yang memakan “gaji buta”. Hal ini juga akan 
                                                             
8
 Abdurrahmat Fathoni, Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Mannusia, (Jakarta; 
Rineka Cipta, 2009), h.172 
9
https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, (diakses Tanggal 27 September 2018, pukul 20:15 
WIB). 
10
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
 berdampak pada munculnya perilaku PNS yang bisa menyimpang seperti KKN 
(korupsi,kolusi dan nepotisme). 
Pelanggaran disiplin itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah adalah 
setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban 
dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di 
dalam maupun di luar jam kerja.
11
Faktor penyebab terjadinya ketidakdisiplinan 
ini karena pembinaan, pengawasan dan sanksi yang dilakukan dan dijatuhkan 
selama ini tidak berjalan optimal lebih lemah lagi dan cenderung pilih kasih 
sehingga tidak berwibawa di mata korps pegawai negeri .hal ini bisa juga 
menjadi indikasi penilaian kerja di jajaran PNS masih berdasarkan “suka dan 
tidak suka”, sehingga masih jauh dari harapan profesionalisme.12 
Mengenai soal sanksi disini saya akan meneliti di Kantor UIN Raden Intan 
Lampung ada tidaknya sanksi yang di terapkan dan pelanggar ketidakdisiplinan 
3 tahun belakangan ini antara tahun 2015-2017, dan disini juga saya akan 
menanyakan langsung pada Kepala Bagian Kepegawaian atau Kasubag apakah 
di Kantor Rektor UIN Raden Intan Lampung sudah menerapkan sanksi-sanksi 
yang ada mengenai pegawai yang tidak disiplin atau tidak, dan sudah adakah 
efek jera yang di timbulkan para pegawai atau tidak. Menerapkan sanksi disini 
sangatlah penting, karena akan membuat efek jera pada pegawai yang lainnya, 
sehingga pegawai yang mangkir atau tidak disiplin berkurang, dan menambah 
efektifitas kerja para pegawai yang lainnya. 





disiplin-pns, (diakses Tanggal 28 September 2018, pukul 08:00 WIB). 
 Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7 disebutkan 
bahwa tingkat dan jenis hukuman disiplin ada 3 tingkatan, yaitu
13
 : 
(1). Hukuman Disiplin Ringan, terdiri dari : 
a. Teguran lisan; 
b. Teguran tertulis; dan 
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 
(2). Hukuman Disiplin Berat, terdiri dari : 
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 
(3). Hukuman Disiplin Berat, terdiri dari : 
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah; 
c. Pembebasan dari jabatan; 
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS; dan 
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 
Didalam PP No. 53 Tahun 2010 juncto PP30 Tahun1980 Tentang Disiplin 
PNS, disebutkan beberapa penyebab terjadinya pelanggaran disiplin PNS, 
yakni : Moral / Mental PNS, Perlakuan Tidak Adil, Kurangnya kesejahteraan, 
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PP No. 53 Tahun 2010 Pasal 7. 




Apabila PNS tidak disiplin akan dikenakan Hukuman Disiplin yang 
terdapat pada PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
BAB III tentang Hukuman Disiplin, dan hukuman disiplin pula ada 




Dalam hukum Islam kedisiplinan merupakan bagian dari rasa tanggung 
jawab terhadap sesuatu yang sedang diamanahkan kepada kita, sedangkan 
amanah sendiri merupakan suatu hal yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan 
dengan baik, sebagaimana firman Allah SWT. 
َاُونُو هتََ هلََاوُنهمآَ هنيِذَّلاَاههُّ يهأَاهيَهللاََُهتَهوَ هلوُسَّرلاهوَه وُوهموله كَو ُمنهأهوَو ُمِكاهناهمهأَاُونو  
“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah 
yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui” [Al-Anfal : 27].16 
 
Ibnu Katsir berkata, “Dan khianat mencakup dosa-dosa kecil dan besar 
yang lazim (yang tidak terkait dengan orang lain) dan muta‟addi (yang terkait 
dengan orang lain). Berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengenai 
tafsir ayat ini, “Dan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian”. Amanah 
adalah ama-amal yang diamanahakn Allah kepada hamba-hamba-Nya, yaitu 
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 faridhah ( yang wajib), Allah berfirman : “Janganlah kamu mengkhianati” 
maksudnya : janganlah kamu merusaknya”. Dan dalam riwayat lain ia berkata, 
“(Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul) Ibnu Abbas berkata, 
“(Yaitu) dengan meninggalkan sunnahnya dan bermaksiat kepadanya”. 
Dan firman-Nya. 
َاههه نومِووهيََ هأَ ه ويْه بهأهفَِلاهِب ولْاهوَِضوره ولْاهوَِتاهواهوَّسلاَىهمهعَهةهناهمه ولْاَاهن وضهرهعَاَِّنإَاههو نِمَهنوقهف وشهأهو
َُ اهسن ِولْاَاهههمههحَهو  ًََلَوُههجَاًموُمهظَه اهَك ُهَِّنإ  
 
“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan 
gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka 
khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia, 
sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” [Al-Ahzab : 72]17 
 
Ibnu Katsir berkata setelah menyebutkan pendapat-pendapat mengenai 
tafsir amanah, diantaranya ketaatan, kewajiban, dan (agama), dan hukum-
hukum had, ia berkata, “Dan semua pendapat ini tidak saling bertentangan, 
bahkan ia sesuai dan kembali kepada satu makna, yaitu at-taklif serta menerima 
perintah dan larangan dengan syaratnya. Dan jika melaksanakan ia mendapat 
pahala, jika meninggalkannya dihukum, maka manusia menerimanya dengan 
kelemahan, kejahilan, dan kezalimannya kecuali orang-orang yang diberi taufik 
oleh Allah, dan hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan”. 
Kaitannya dengan Hukum Islam atau fiqh siyasah adalah jalanilah tugas, 
amanah, dan kewajiban dengan baik, bahwasanya Allah mengetetahui dan 
melihat apa-apa saja yang hamba-Nya kerjakan. Menjalani amanah memang 
sangat susah dan Allah sudah meyebutkan firman-Nya di atas hanya orang-
orang yang di beri taufik yang bisa menjalankan amanahnya dengan benar, jika 
meraka melalaikan tugas, kewajiban atau amanatnya Allah akan 
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 memberikannya hukuman atau balasan dan akan memperhitungkannya di hari 
akhir sebagai penyesalan di hari kiamat. 
Dari latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui dan meneliti 
lebih lanjut mengenai kedisiplinan ASN menurut Fiqh Siyasah di Kantor 
Rektorat UIN Raden Intan Lampung. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan, maka 
rumusan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah : 
1. Apakah kedisiplinan dan sanksi ASN sudah melaksanakan dan sudah seuai 
dengan Pasal 7 PP 53 Tahun 2010 ? 
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kedisiplinan pegawai ASN ? 
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kedisiplinan dan sanksi 
pegawai ASN diKantor Rektorat ? 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap 
kedisiplinan pegawai ASN ? 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teorotis : diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman 
bagi pembaca mengenai kedisiplinan pegawai ASN/PNS, dapat 
memperkarya khazanah keilmuan dan wawasan dalam penelitian ilmiah 
 sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan Politik 
(siyasah) dan salah satu dalam mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN  Raden Intan Lampung. 
b. Secara praktis : diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran 
yang positif bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada umumnya 
yaitu tentang kedisiplinan pegawai ASN/PNS, memberikan informasi dan 
masukan pada penelitian berikutnya yang ingin melekukan penelitian ini di 
bidang ini. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (field research). 
Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan yaitu penelitian lapangan 
yang dilakukan dalm kancah kehidupan yang sebenarnya.
18
 Jadi penulis 
mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di 
perkantoran dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses 
sosial. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah studi di kantor 
UIN Raden Intan Lampung. 
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 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, Cet. Ke-VII, (Bandung : Mandar 
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 b. Sifat penelitian 
Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriftif, artinya 
penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal 
yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau 
karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan 
cermat.
19
Sifat penelitian yang digunakan adalah desktiktif analisis yaitu 
suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, 




2. Responden  
Responden adalah semua orang baik secara individu maupun kolektif yang 
akan dimintai keterangan yang diprlukan oleh pencari data. Bagi seorang 
peneliti, proses pengumpulan data dari responden baik melalui angket, 
kuesioner, atau wawancara langsung betul-betul harus teliti. Kemampuan 
responded sedikit banyak mempengaruhi jawaban atau informasi yang di 
berikan, terutama kalau pertanyaan menyangkut nama baik daerah atau 
pernyataan yang bersifat sensitif.
21
 Adapun responden dalam penelitian ini 
adalah : Pejabat yang berwenang dalam memberikan sanki kepada ASN 
yang tidak disiplin yaitu, Kabag/Kasubag Kepegawaian, Kepala Biro, PR 
II UIN Raden Intan Lampung. 
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(diakses Tanggal 30 September 2018, pukul 07:00 WIB). 
 3. Sumber Data 
a. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan
22
. 
Data sekunder yang dikumpulkan menggunakan tiga jenis Bahan Hukum 
yaitu : 
1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, 
dalam penulisan ini bahn hukum primer yang digunakan terdiri dari : 
a) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan 
ASN; 
b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 
c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara. 
 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi 
menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan 
pendapat atau pikiran para pakar atau ahli seperti buku-buku literature dan 
karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 
 
3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain Al-
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 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, (Jakarta : Ghalia, 
1994), h. 11. 
 Qur‟an, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majalah, Surat Kabar dan 
Internet. 
 
b. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. 
Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan 




4. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena 
yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara 
langsung maupun secara tidak langsung.
24
 
Observasi ini di laksanakan untuk melihat dari dekat tentang kebenaran 
yang disampaikan oleh responden jenis observasi yang digunakan adalah jenis 
observasi partisipan, hal ini di maksudkan untuk mengetahui kondisi 
lingkungan sosial kepegawaian.Adapun yang menjadi bahan observasi adalah 
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 b. Metode Interview (wawancara) 
Metode Interview adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara 
hanya membuat pokok-pokok maslah yang akan diteliti, selanjutnya dalam 
proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.
25
 
Wawancara yang di lakukan penulis untuk memperoleh pemahaman 
mengenai pandangan atau prespektif seseorang terhadap isu atau tema tertentu, 
yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepda 
orang yang bersangkutan. Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data 
dalam penelitian. Bentuk wawancarara yang digunakan adalah wawancara 
tidak berstruktur dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut 
untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil, cara ini 
di gunakan agar lebih mudah mencapi tujuan. 
 
c. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 
menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari 




Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang 
peneliti ambil.Dokumen bisa berupa data-data dari kepala staf kepegawaian 
atau staf yang lainnya dengan pokok masalah yang peneliti ambil. 
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 5. Tekhnik Pengolahan Data 
Data-data yang telah terkumpul diolah, dengan cara : 
a. Pemeriksaan Data (editing) yaitu pengecekan atau pengeroksiandata yang 




b. Rekrontuksi Data (reconstructing) yaitu menyusun ulang secara teratur, 
berurutan, logis sehingga mudah di pahami sesuai dengan permasalahan 





6. Analisis Data 
Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode 
yang digunakan  dalam analisa adalah metode Kualitatif yaitu apabila data 
yang terkumpul sangat sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus 
(sehingga tidak dapat disusun kedalam structural klasifikasi), maka analisisnya 
bersifat Kualitatif, selanjutnya analisa yang di lakukan akan di tarik 
kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan 
dengan kedisiplinan ASN menurut Fiqh Siyasah setelah semua data terkumpul, 
penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berfikir 
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 induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongkrit, ditarik 
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 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Efektifitas Kinerja ASN 
1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Pada hakikatnya sebuah perusahaan memberikan pelayanan yang terbaik 
kepada pelanggannya adalah untuk memperoleh dan mempertahankan 
laba.Kalangan bisnis harus meyakini bahwa pelanggan adalah sumber 
keberuntungan sehingga harus di perbanyak. Seperti orang china bilang 
“koneksi harus diperbanyak, rezky  itu akan mengalir.” Atau seperti kata Prof. 
TS Grewal sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Iqbal “custumor is 
profit, everything else is overhead” kunci utama dari semua ini adalah 
kepuasan pelanggan. Kalau hal ini dilakukan, hasil seperti angsa bertelur emas 
setiap hari dan selama-lamanya.
30
 
Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan 
rakyat pelayanan publik adalah salah satu unsur penting. Pelayanan dapat 
diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 
masyarakat terhadap suatu kebutuhan baik pada birokrasi pemerintahan 
ataupun pada lingkungan masyarakat umum.
31
 
Moenir mengatakan ”Layanan yang diperlukan manusia pada dasarnya 2 
jenis yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia, dan layanan 
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 administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi 
(organisasi massa atau organisasi negara)”.32 
Menurut Stanton sebagaimana yang dikutip oleh Jailani, pelayanan adalah 
“kegiatan yang tidak jelas namun menyediakan kepuasan konsumen atau 
pemakai industri, ia tidak terikat pada penjualan suatu produk atau pelayanan 
yang lainnya”.33 
Sedangkan publik sendiri berasal dari bahasa Inggris publicyang berarti 
umum, masyarakat atau negara. Menurut Ibnu Kencana Syafie dkk dalam 
bukunya arti dari publik itu sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki 
kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan 
baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.
34
 
M. Ladzi Safroni menyatakan “pelayanan publik dapat diartikan sebagai 
pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau 
keperluannya menurut peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan”.35 
Pengertian umum pelayanan publik menurut Keputusan Mentri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala 
kegiatan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.Selanjutnya dinyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik 
adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah adalah sebuah kolektif meliputi 
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 satuan kerja/satuan organisasi, kementrian, departemen, lembaga pemerintah 
non-departemen, dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah 
termasuk badan usaha milik daerah, dan unit penyelenggaraan pelayanan 
publik adalah unit kerja pada intansi pemerintah yang secara langsung 
memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik.
36
 
Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada 
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 
sebagain abdi masyarakat. Karena itu, pengembangan kinerja pelayanan publik 
senantiasa menyangkut tiga unsur pokok pelayanan publik yakni: unsur 
kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya 
manusia pemberi pelayanan. Pelayanan publik yang prima dapat dinilai dari 
proses dan produk layanannya. Aspek proses meliputi SDM (Sumber Daya 
Manusia) aparatur, mekanisme serta sarana dan prasarananya yang digunakan 
dalam proses. Sedangkan aspek produk  layanan menyangkut jenis, kualitas 
dan kuantitas produk layanan.
37
 
Dari uraian diatas  dapat dipahami bahwa pelayanan publik adalah sebagai 
segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa 
publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka upaya maupun 
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 




M. Ladzi Safroni, Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta : Aditya 
Media, 2012), hal. 51. 
 Adapun Konsep dasar atau pengertian pelayanan ; 
a. American Marketing Association, seperti dikutip oleh Donald W, Cowell, 
kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak 
lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan 
kepemilikan sesuatu, proses produksinya dan mungkin juga tidak dikaitkan 
dengan suatu produk fisik”.38 
b. M.A. Imanto mengatakan bahwa siklus pelayanan adalah “sebuah 
rangkaian peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktumenikmati atau 
menerima layanan yang diberikan. Dikatakan bahwa siklus layanan 
dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan 
service delivery system dan dilanjutkan dengan kontak-kontak berikutnya 
sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan”.39 
Dari beberapa pengertian pelayanan dan pelayan publik yang diuraikan 
tersebut, dalam kontek pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan 
sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat 
dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, 
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk 
memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. 
Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu 
unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggaraan) pelayanan yaitu 
Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu 
orang atau masyarakat aatau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, 




Ibid, h. 51. 
 adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan 
(pelanggan). Antara lain: 
1. Unsur pertama menunjukan bahwa pemerintah daerah memikliki posisi 
kuat sebagai (regulator) dan sebagai pemegang monopoli layanan, dan 
menjadikan Pemda bersikap statis dalam memberikan layanan, karena 
layanannya dibutuhkan atau diperlukan oleh orang atau masyarakat atau 
organisasi yang berkepentingan. Posisi ganda inilah yang menjadi salah 
satu faktor penyebab buruknya pelayanan publik yang dilakukan 
pemirantah daerah, karna akan sulit untuk memilah antara kepentingan 




2. Unsur kedua, adalah orang, masyarakat atau organisasi yang 
berkepentingan atau memerlukan layanan, (penerima layanan), pada 
dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara 
untuk menerima layanan, seghingga tidak memiliki akses untuk 
mendapatkan pelayanan yang baik. Posisi inilah yang mendorong 
terjadinya komunikasi dua arah untuk melakukan KKN dan memperburuk 




3. Unsur ketiga, adalah kepuasan pelanggan menerima pelayanan, unsur 
kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan 
(Pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang 
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 berorientasi untuk memuaskan pelanggan dan dilakukan melalui upaya 
memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintah daerah.
42
 
Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalani monopoli 
pelayanan publik, sebagai regulator harus mengubah pola pikir dan kerjanya 
dan di sesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan 
dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat.Untuk terwujudnya 
good governance, dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah 
juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk 
mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, 
transparasi, akuntabilitas dan keadilan. 
1. Lingkup Penyelenggara Pelayanan Publik 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai 
perwujudan kedaulatan rakyat pada dasarnya bertujuan meningkatkan 
harkat dan martabat bangsa, mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk 
memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyatnya, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia. Undang-Undang Dasar 45 memberikan 
perintah, tugas dan wewenang kepada seluruh aparatur Negara 
melaksanakan amanat untuk mensejahterakan rakyatnya, melalui 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, dan 
perwujudannya adalah  pelayanan publik yang baik. Dengan demikian, 
amanat Undang Undang Dasar 1945, menjadi penjuru atau pedoman bagi 
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 seluruh aparatur Negara/pemerintahan disemua susunan pemerintahan, 
sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib menyelenggarakan; 
kepemerintahan yang baik, pembangunan dan pelayanan kepada warga 
dan rakyatnya, untuk tujuan kesejahteraan rakyatnya.
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b. Penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi seluruh penyelenggaraan 
Negara dan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya, 
lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalanankan 
pelayanan publik, dan masyarakat atau lembaga private yang 
menyelenggarakan pelayanan (private goods), serta Badan Usaha/Badan 





2. Penyelenggaraan Pelayan Publik 
Penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan oleh penyelenggara 
pelayanan publik, yaitu; penyelenggara Negara/Pemerintah, penyelenggara 
perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh 
pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan 
usaha/badan hukum yang berkerjasama dan/atau dikontak untuk 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik. Dan 
masyarakat umum atau swasta yang melaksananakan sebagian tugas dan 
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 fungsi pelayanan publik yang tidak mampu disediakan oleh 
pemerintah/pemerintah daerah. 
3. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayan Publik 
Sepuluh prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri Negara 
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip 
tersebut adalah sebagai berikut; 
a. Kesederhanaan; 
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 
mudah dilaksanakan; 
b. Kejelasan; 
1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 
2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 
memberikan pelayan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa 
dalam pelaksanaan pelayanan publik; 
3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
c. Kepastian Waktu; 
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 
telah ditentukan. 
d. Akurasi; 
Produk pelyanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 
 
 
 e. Keamanan; 
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian 
hukum. 
f. Tanggung Jawab; 
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 
telekomunikasi dan informatika. 
h. Kemudahan Akses; 
Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah 
dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informasi. 
i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; 
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta 
memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
j. Kenyamanan; 
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 
nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi 
dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkit, toilet, tempat ibadah 
dan lainnya. 
 Untuk merealisasikan kesepuluh prinsip pelayanan umum tersebut tidak 
mudah, karena terkait dengan kompleknya penyelenggaraan umum pelayanan 
umum, banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pelayanan yang 
optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan umum 
mencakup; Peraturan Perundang-undangan; mekanisme dan prosedur 
penyelenggaraan pelayanan umum; sarana prasarana pendukung 
penyelenggaraan pelayanan; kelembagaan dan sumber pendanaan untuk 
kegiatan oprasional pelayanan umum, dan yang paling menentukan adalah 
komitmen top pimpinan daerah. 
Upaya meningkatkan kinerja pelayanan umum akan mendapat hambatan, 
manakala kita tidak memahami masalah-masalah yang ada pada masing-
masing faktor yang mempengaruhi terserbut, oleh karena itu diperlukan 
kemampuan untuk memadukan dan mengintregasikan masing-masing faktor 
tersebut. 
Penyelenggarakan pelayan publik, dilakukan oleh penyelenggaraan 
pelayanan publik, yaitu; penyelenggara Negara/pemerintah, penyelenggara 
perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh 
pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang 
bekerjasama dan/atau dikontrak untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
pelayanan publik. Dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan 
 sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu 
ditangani/dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah.
45
 
Pasal (1) undan-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 
mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. Sedangkan ayat (2) mengatakan bahwa penyelenggaraan 
pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggaraan adalah setiap 
institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. 
Unsur-unsur pelayanan publik tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 




1. Tugas layanan, dalam pelayanan umum pemerintah harus memberikan 
pelayanan sesuai dengan tugas yang diterima untuk melayani semua 
kepentingan masyarakat.  
2. Sistem atau prosedur layanan yaitu dalam pelayanan umum perlu adanya 
sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam 
memberikan pelayanan. 
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 3. Kegiatan pelayanan dalam pelayanan umum, kegiatan yang ditunjukan 
kepada masyarakat harus bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan tanpa 
adanya diskriminasi. 
4. Pelaksana pelayanan pemerintah sebagai pelelaksana pelayanan 
semaksimal mungkin mengatur dan merencanakan program secara matang 
agar proses pelayanan akan menghasilkan struktur pelayanan yang mudah, 
cepat, tidak berbelit belit dan mudah dipahami masyarakat.  
Pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik ini dilaksanakan oleh 
penyelenggara negara atau pemerintah, lembaga independen yang dibentuk 
pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, badan usaha atau 
badan hukum yang di beri wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
pelayanan publik dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani atau 
dikelola pemerintah. 
 
2. Asas-asas Pelaksanaan Pelayanan Publik 
Asas pelayanan publik meliputi : 
a. Transparasi 
Bersifat terbuka, mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan 
disediakan secara memadai serta mudah di mengerti. 
b. Akuntabilitas 
Dapat di pertannggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 
 c. Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 
dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas. 
d. Partisipatif 
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan 
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 
masyarakat. 
e. Kesamaan Hak 
Tidak diskriminatif, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 
gender, dan status ekonomi. 
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. 
Asas-asas pelaksana pelayanan publik dijabarkan secara rinci didalam 
penjelasan pasal (4) undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan 
publik, sebagai berikut:  
a) pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi 
dan/atau golongan.  
b) Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan 
pelayanan. 
c) Pemebrian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 
gender, dan status ekonomi. 
 d) Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus 
dilaksanakan baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. 
e) Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan 
bidang tugas. 
f) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 
masyarakat. 
g) Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. 
h) Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 
memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 
i) Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung 
jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
j) Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta 
keadilan dalam pelayanan. 
k) Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai 
dengan standar pelayanan. 
l) Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau. 
 
3. Evaluasi Dan Pengelolaan Pelaksanaan Pelayanan Publik 
Pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan 
publik mengatakan bahwa penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi 
terhadap kinerja pelaksana dilingkungan organisasi secara berkala dan 
berkelanjutan. Dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) secara berkala dan 
berkelanjutan merupakan priode yang dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, 6 
 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, atau 24 (dua puluh empat) bulan sekali 
yang diatur sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.  
Pedoman evaluasi kinerja pelayanan publik tersebut menjadi acuan bagi 
pembina/penanggung jawab penyekenggara pelayanan publik guna 
memperbaki, dan menyempurnakan layanan yang sesuai dengan aspek-aspek 
penyelenggaraan pelayanan publik. 
Tujuan dilakukan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, yaitu : 
a. Mengetahui capaian kinerja penyelenggara pelayanan publik; 
b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik 
melalui pemanfaatan hasil evaluasi. 
c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan 
publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. 
 
B. Tata Kelola Kepegawaian 
1. Asas-asas Penyelenggaraan Kebijakan Dan Manajemen Aparatur 
Sipil Negara. 
Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara mengatakan bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN 
berdasarkan pada asas. 
Asas-asas tersebut dijelaskan lebih rinci dalam penjelasan Pasal 2 yaitu 
sebagai berikut : 
a. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam setiap 
penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, mengutamakan landasan 
perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. 
 b. Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah mengutamakan 
keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
c. Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah mengutamakan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. 
d. Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan pegawai 
ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara 
nasional. 
e. Yang dimaksud dengan “asas delegasi” adalah bahwa sebagian 
kewenangan pengelolaan pegawai ASN dapat didelegasikan 
pelaksanaannya kepada kementrian, lembaga pemerintah non kementrian, 
dan pemerintah daerah. 
f. Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap pegawai 
ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak 
memihak kepada kepentingan manapun. 
g. Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan 
dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
h. Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa dalam 
menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan 
dengan tepat waktu sesuai degan rencana yang diteapkan. 
 i. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam 
penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik. 
j. Yang dimaksud degan “asas nondiskrmintif” adalah dalam 
penyelenggaraan Manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan 
berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan. 
k. Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah bahwa 
Pegawai ASN sebgai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
l. Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah bahwa 
pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan 
kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai 
pegawai ASN. 
m. Yang dimaksud dengan “asas Kesejahteraan” adalah bahwa 
penyelengaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas 
hidup pegawai ASN. 
 
2. Prinsip dan Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan 
pada prinsip sebagai berikut : 
a. Nilai dasar; 
b. Kode etik dan kode perilaku; 
c. Komitmen, intregitas moral, dan tangagung jawab pada pelayanan publik; 
d. Kopetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 
e. Kualifikasi akademik; 
 f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; 
g. Profesionalitas jabatan. 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negaramengatakan bahwa Nilai Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a meliputi : 
a. Memegang teguh ideologi Pancasila; 
b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; 
c. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; 
d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berapihak; 
e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; 
f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; 
g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; 
h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik; 
i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program 
pemerintah; 
j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, 
akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; 
k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; 
l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; 
m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; 
n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan 
 o. Meningkatkan evektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai 
perangkat sistem karier. 
 
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara 
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara mengatakan : 
Ayat (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan 
kehormatan ASN 
Ayat (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 
berisi pengaturan perilaku agar Pegawai Aparatur Sipil Negara : 
a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan 
berintegritas tinggi; 
b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; 
c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; 
d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan kententuan peraturan 
perundang-undangan; 
e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau 
pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika 
pemerintahan; 
f. Menjaga kerahasiaan yang mencakup kebijakan negara; 
 g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara 
bertanggung jawab, efektif, dan efisien; 
h. Menjaga agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam 
melaksanakan tugasnya; 
i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan 
kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait 
kepentingan kedinasan; 
j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, 
kekuasaan, dan jabatannya untuk mencari keuntungan dan 
manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; 
k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi 
dan intregritas ASN; dan 
l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai disiplin pegawai ASN. 
 
C. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam ASN 
1. Konsep Khilafah (Kepemimpinan) 
Kepemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang mampu 
menegakan keadilan diantara warganya.Bahkan kepada pihak-pihak yang tidak 
disukai sekalipun, baik karena perbedaan kepentingan, agama, ataupun partai. 
Penegasan keadilan didalam sumber-sumber hukum islam sangat banyak 
sekali. 
Kata khilafahdalam grametika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda 
verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut 
 khalifah.Kata khalifah dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut khalifah.Kata 
Khalifat analog pula dengan kata Imamat yang berarti keimanan, 




Secara historis institusi khalifah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar 
sebagai pengganti Rasullullah dalam memimpin umat Islam sehari setelah 
beliau wafat
48
.Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan 
pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah.Hal itu karena 
Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat.Untuk 
itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari 




Siapapun yang menelaah dalil-dalil syar‟i dengan cermat dan ikhlas akan 
menyimpulkan bahwa menegakan daulah khilafah hukumnya wajib atas 
seluruh kaum muslimin. Di antara argumentasi syar‟i yang menunjukan hal 
terserbut adalah sebagai berikut : 
Sebagaimana firman Allah SWT. 
 
 ُ َّللّٱَذَع َٔ  ٍَ ٌِزَّنٱ  ْإُه ًِ َع َٔ  ۡىُكُِي ْإَُُياَء ِت ََِٰحه ََّٰصنٱ  ًِف ُۡى ََُِّٓفهَۡختَۡسٍَن ِضَۡسۡلۡٱ  ا ًَ َك
 ََفهَۡختۡسٱ  ٍَ ٌِزَّنٱ  ُُىٌَُِٓد ُۡىَٓن ٍَّ َُ ِّك ًَ ٍَُن َٔ  ۡىِٓ ِهَۡبق ٍِي ِزَّنٱ ي  َٰىََضتۡسٱ  َِّذُبٍَن َٔ  ُۡىَٓن  ٍَۢ ِّي ُى ََُّٓن
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  ٍَۡش ًِب ٌَ ُٕكِشُۡشٌ َلَ ًَُِ ُُٔذبَۡعٌ  ا ُٗ َۡيأ ۡىِٓ ِف ٕۡ َخ ِذَۡعبٗ ُُىْ  َِك
ٰٓ ََٰن ْٔ ُ َأف  َِن ََٰر َذَۡعب ََشفَك ٍَي َٔ   ا
 ٌَ ُٕقِس ََٰفۡنٱ 
 
Artinya : Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di 
antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang salah bahwa Dia sungguh-
sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, dan sungguh Dia 
akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, 
dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam 
ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada 
mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku.Dan barang siapa yang (tetap) 
kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
50
(QS An-
Nur : 55) 
 
Sebagaimana firman Allah SWT. 
 
 ٰٓ ٌََٰ ٍَ ٌِزَّنٱَآٌَُّأ  ْإُعٍَِطأ ْا ٰٕٓ َُُياَءَهللا َ  ْإُعٍَِطأ َٔ َلُٕس َّشنٱ  ًِن ْٔ ُأ َٔ ِشَۡيۡلۡٱ  ُۡىتۡعَز َََُٰت ٌَِئف  ۡىُكُِي
َىنِإ ُِٔ ُّدَُشف ٖء ًۡ َش ًِفَهللا َٔ ِلُٕس َّشنٱ  ِب ٌَ ُُِٕيُۡؤت ُۡىتُُك ٌِإٱَهللا  َٔ ِو ٕۡ ٍَۡنٱ   ِشِخٰٓۡلۡٱ  ٞش ٍۡ َخ  َِن
ََٰر
 َسَۡحأ َٔ ٍُ  ًلٌ ِٔ َۡأت 
 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasull-Nya, 
dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasull 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
51
(QS An-
Nisa : 59) 
 
2. Asas Perlakuan Yang Sama (al-adl, al-musawah) 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan 
sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang 
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 benar, berpegang kepada kebenaran
52
. Secara etimologis, dalam kamus Al-
Munawwir, al’adl berarti perkara yang tengah-tengah.53 
Keadilan merupakan inti tugas suci (risalah) para Nabi.Dijelaskan, bahwa 
di dalam Al-Qur‟an, masalah keadilan disebutkan dalam berbagai konteks. 
Kata adil mempunyai beragam terminologi dalam bahasa Arab, seperti adl, 
qist, dan wast, juga kata mizan yang pandangannya dalam bahasa Inggris ialah, 
just atau justice. 
Dengan demikian, al-adl berarti mempersamakan sesuatu dengan yang 
lain, baik dari segi niali maupun segi ukuran, sehingga sesuatu itumenjadi tidak 
berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau 
berpegang kepada kebenaran. 
Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam pemerintahan yang baik itu 
dalam konteks hukum atau dalam rangka membangun pemerataan sumber-
sumber ekonomi-politik.Prinsip moral ini bersikap tegas pada anti kolusi dan 
nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini di 
tegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain : 
Sebagaimana firman Allah Swt. 
 
 ٌَّ ِإ۞َهللا  ِب ُشُيَۡأٌ ِلۡذَعۡنٱ  َٔ ٍِ ََٰسۡح ِۡلۡٱ  يِر ِ يَٰٓاتٌِإ َٔ ََٰىبُۡشقۡنٱ  ٍِ َع ََٰىٓ ُۡ ٌَ َٔ ِءٰٓاَشَۡحفۡنٱ 
 َٔ ِشَكُ ًُ ۡنٱ َٔ  ًِ َۡغبۡنٱ  ٌَ ُٔشَّكََزت ۡىُك
َّهََعن ۡىُُكظَِعٌ٠٩  
 
Artinya :sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 
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 keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran
54
.(QS An-Nahl : 90) 
 
Tugas penguasa baik di bidang eksekutif, yudikatif maupun legislatif 
adalah melaksanakan amanah Allah.Amanat dimaksudkan berkaitan dengan 
banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan adil. Keadilan yang 
dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok golongan, atau kaum muslim saja, 
tetapi mencakup seluruh manusia,bahkan seluruh makhluk. Ayat-ayat Al-
Qur‟an yang menyangkut hal ini amat banyak, salah satu diantaranya berupa 
teguran kepada Nabi SAW, yang hampir menyalahkan orang Yahudi karena 
terpengaruh oleh pembelaan keluarga seorang pencuri. Dalam konteks inilah 
turun firman Allah : 
 
 ٰٓاََِّإ   َ ٍۡ َنِإ َٰٓاُۡنَزََأ َب
ََٰتِكۡنٱ  ِب ِّقَحۡنٱ  ٍَ ٍۡ َب َىُكَۡحتِن ِساَُّنٱ   َ َٰىََسأ ٰٓا ًَ ِبَهللا  ٍَ ٍُِِئٰٓاَخۡهِّن ٍَُكت َلَ َٔ
ا ًٗ ٍِصَخ ٥٩١  
Artinya :sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili anta manusia dengan apa yang 
telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang 





. (QS An-Nisa : 105) 
 
Berdasarkan ayat tersebut , dituntut kepada pemimpin agar berhati-hati 
dalam memutuskan suatu perkara, jangan sampai berat sebelah atau tidak sama 
sehingga membuat kerugian sepihak. Kewajiban-kewajiban tersebut secara 
ringkas dapat disimpulkan dalam dua hal, yaitu : menunaikan amanah, dan 
menegakan hukum dengan adil kepada seluruh umat. Mengatur kepentingan 
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 negara tuntutannya, sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun 
jama‟ah, ke dalam maupun ke luar. 
Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar 
kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagian 
ukhrawi. Kebahagiaan duniawi dan ukhrawi akan dapat dicapai bila penguasa 
dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan menegakkan keadilan. 
M. Tholhah Hasan menyimpulkan ada kurang lebih empat macam konsep 
persamaan dalam islam, yaitu : 
1) Persamaan dalam hukum; dalam Islam semua orang diperlakukan sama 
dalam hukum. Nabi SAW, dengan tegas menyatakan : seandainya fatimah 
anakku mencuri, pasti akan kupotong tangannya. 
2) Persamaan dalam proses peradilan; Ali bin Abi Thalib pernah menegur 
Khalifah Umar, karena Khalifah waktu mengadili sengketa antara Ali 
dengan seseorang Yahudi membedakan cara memanggilnya (kepada Ali 
dengan nama, gelarnya, yaitu Abu Hasan sedangkan kepada Yahudi 
dengan nama pribadinya). 
3) Persamaan dalam pemberian status sosial; Nabi pernah menolak 
permohonan Abbas dan Abu Dzar dalam suatu jabatan, dan 
memberikannya kepada orang lain yang bukan dari golongan bangsawan. 
4) Persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta; Islam mempersamakan 
cara dan jumlah ketentuan zakat, diat, denda bagi semua orang yang kena 
wajib bayar, tanpa membedakan status sosialnya dan warna kulitnya. 
 Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari Al-Qur‟an, 
sebagaimana firman Allah SWT. 
 
 ُساَُّنٱَآٌَُّأٰٓ ٌََٰ  ٌَّ ِإ 
 
ْا ٰٕٓ ُفَساََعِتن َِمئَٰٓاَبق َٔ  اٗبُٕعُش ۡىُك ََُٰۡهَعَج َٔ  ََٰىثَُأ َٔ  ٖشَكَر ٍ ِّي ىُك َََُٰۡقهَخ اََِّإ
 َذُِع ۡىُكَيَشَۡكأَهللا  ٌَّ ِإ  ۡىُك ََٰىقَۡتأَهللا  ٞشٍِبَخ ٌىٍِهَع٥١  
 
Artinya :Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 





Ayat itu melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah 
menciptakannya dari pasangan laki-laki dan wanita.Pasangan yang pertama 
adalah Adam dan Hawa, kemudian dilanjutkan lagi oleh pasangan-pasangan 
lainnya melalui suatu pernikahan atau keluarga. Jadi semua manusia melalui 
proses penciptaan yang “seragam” yang berkaitan dengan ibadah atau 
muamalah. Persamaan hak tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi 
juga bagi seluruh agama.Mereka diberi hak untuk memutuskan hukum sesuai 
dengan ajaran masing-masing, kecuali kalau mereka dengan sukarela meminta 
keputusan hukum sesuai hukum Islam.Penyamarataan hak di atas berimplikasi 
kepada keadilan yang seringkali didengungkan Al-Qur‟an dalam menetapkan 
hukum. 
 
Sebagaimana firman Allah SWT. 
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  ٌَّ ِإ۞َهللا ْأ ُّدَُؤت ٌَأ ۡىُكُشُيَۡأٌ ِت ََُٰ َََٰيۡلۡٱ  ٍَ ٍۡ َب ُىت ًۡ َكَح اَرِإ َٔ  َآِه ْۡ َأ ٰٓ ََٰىنِإ ِساَُّنٱ  ْإ ًُ ُكَۡحت ٌَأ
 ِب  ِلۡذَعۡنٱ  ٌَّ ِإََهللا ِّ ِب ىُُكظَِعٌ ا ًَّ ِِعَ ٰۦٓ  ٌَّ ِإَهللا  اٗشٍَِصب ا ََۢعٍ ًِ َس ٌَ اَك١٥  
 
Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat 
(QS An-Nisa : 58).
58 
 
Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat 
dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam.Keduanya harus diwujudkan demi 
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 PELAKSANAAN PASAL 7 PP NO. 53 TAHUN 2010 DI KANTOR 
REKTORAT UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
 
A. Sejarah UIN Raden Intan Lampung 
Sebelum berdirinya IAIN Raden Intan Bandar Lampung, telah berdiri 
terlebih dahulu Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) pada tahun 
1961 di Teluk Betung Pada tahun 1963, pihak Yayasan Kesejahteraan Islam 
Lampung mengadakan musyawarah dengan Para Ulama Lampung dan dengan 
aparat Pemerintah Daerah, yang intinya adalah sarana dan prasarana 
pendidikan tinggi agama Islam bagi masyarakat. Dari musyawarah tersebut 
kemudian dihasilkan suatu kesepakatan untuk mendirikan dua Fakultas yaitu 
Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari‟ah.59 
Pada saat itu sarana dan prasarana pendidikan masih sangat terbatas. 
Tempat perkuliahan pernah memakai gedung Fakultas Hukum cabang UNSRI 
di Teluk Betung dan di Masjid Al-Fur‟qon Lungsir Teluk Betung. Setelah itu 
kemudian para inisiator melakukan upaya-upaya agar status kedua fakultas 
tersebut berubah dari swasta ke negeri. Upaya tersebut membuahkan hasil 
sehingga pada tanggal 13 Oktober 1964 terbitlah surat Keputusan Menteri 
Agama R.I. No. 86 /1964 yang isinya perubahan status Fakultas Tarbiyah 
Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung ( YKIL) menjadi Instansi Pemerintah 
(Negeri) yaitu : sebagai cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fattah 
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 Palembang di Teluk Betung. Sementara Yayasan Kesejahteraan Islam 
Lampung masih membina Fakultas Syari‟ah.60 
Pada saat itu masih berlaku aturan yang mempersyaratan berdirinya 
sebuah al –Jami‟ah (IAIN), yaitu sekurang-kurangnya memiliki tiga fakultas, 
untuk memenuhi persyaratan tersebut maka pada Tahun 1965 Yayasan 
Kesejahteraan Islam Lampung mendirikan satu fakultas lagi yaitu Fakultas 
Ushuluddin dengan menunjuk K.H. Zakaria Nawawi sebagai Dekan. Ketiga 
Fakultas tersebut mengambil tempat di Masjid Al-Fur‟qon.61 
Pada Tahun 1966 Pemerintah Daerah menyerahkan Gedung Ex Sekolah 
Cinadi jalan Kartini untuk kegiatan perkuliahan Fakultas Tarbiyah, Fakultas 
Syari‟ah dan Ushuluddin dan sejak saat itu kegiatan ketiga Fakultas tersebut 




Dengan memperhatikan aktivitas Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung 
sudah merasa banyak, maka untuk menyantuni ketiga fakultas tersebut perlu 
ada yayasan Khusus yang menangani. Kemudian pada tahun 1966 itu juga atas 
putusan rapat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung maka 
terbentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Islam (YAPERTI) Lampung. 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 187/68 tanggal 26 
Oktober 1968 berdirilah satu Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) di Lampung 







 dengan Nama ” IAIN al-Jami‟ah, Al- Islamiyah, Al-Hukumiyah Raden Intan 
Lampung", dengan Rektor Mukhtar Hasan SH, dan kegiatan perkuliahan pun 
dilaksanakan di Jl.Kartini Kaliawi Tanjungkarang. Selaku Rektor Pertama, H. 
Mukhtar Hasan memimpin sampai tahun 1971. Periode kedua, IAIN Raden 
Intan dipimpin oleh Drs. Ibrahim Bandung dari tahun 1971 s.d. 1973 yang 
membawahi tiga fakultas yaitu Tarbiyah, Syari‟ah dan Ushuluddin dengan 
mempergunakan kampus di Jl. Kartini Tanjungkarang.
63
 
Periode ketiga, dipimpin oleh Drs. H. Suwarno Achmady, seorang perwira 
menengah TNI AD yang menjabat dari tahun 1973 s.d. 1978. Pada periode ini 
IAIN Raden Intan mendapat bantuan Pemda Lampung berupa sebidang tanah 
seluas 5 Ha. di jalan raya Labuhan Ratu dan selanjutnya kampus pun pindah ke 
lokasi baru. Adapun kampus Kaliawi di Jalan Kartini dipergunakan untuk TK 
Raden Intan dan Yayasan SMP Raden Intan. Sejak periode keempat yang 
dipimpin Drs. H. Muhammad Zein dari tahun 1978 s.d. 1984 IAIN Raden Intan 
mulai menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang sebelumnya 
menggunakan Sistem Semester non Kredit (1975 – 1982). Pada periode ini 
pula Pemerintah Daerah Lampung memberikan bantuan tanah kampus seluas + 
50 Ha. di Sukarame. Pada periode kelima, IAIN Raden Intan dipimpin oleh 
Drs. H. Busyairi Majidi, seorang ulama anggota Tim Penyusun Al-Qur‟an dan 
Terjemahnya Departemen Agama, dan dosen IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Pada periode yang berlangsung dari tahun 1984 s.d. 1989 ini 
berhasil dibangun empat gedung fakultas berlantai dua untuk Fakultas 
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 Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin di Kampus Sukarame, dan pada tanggal 20 




Pada periode keenam yang menjadi Rektor adalah Drs. H. Pranoto Tahrir 
Fatoni seorang birokrat Departemen Agama Jakarta yang menjabat dari tahun 
1989 s.d. 1993. Pada periode ini, diadakan penyempurnaan administrasi umum, 
akademik dan kemahasiswaan, dan terutama administrasi keuangan, serta 
pembangunan gedung perpustakaan berlantai dua di Sukarame. 
65
 
Periode ketujuh, IAIN Raden Intan dipimpin oleh seorang putra daerah 
Ranau, Drs. H.M. Ghozi Badrie yang berlangsung dari tahun 1993 s.d. 1998. 
Pada masa ini berhasil dibangun ruang perkuliahan Fakultas Syari‟ah beserta 
gedung perkantorannya, sehingga pada periode ini seluruh aktivitas 
perkuliahan sudah dipindahkan ke kampus Sukarame. 
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Pada periode kedelapan, terpilihlah Prof. DR. H.M. Damrah Khair, M.A. 
untuk memimpin IAIN Raden Intan dari tahun 1997 s.d. 2002. Pada masa ini 
berhasil dibangun gedung Fakultas Dakwah, gedung rektorat berlantai tiga 
serta pembangunan Gedung Serba Guna (GSG). 
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Pada periode kesembilan, IAIN dipimpin oleh Prof. DR. H.S. Noor Chozin 
Sufri putra Jawa Timur dan seorang tokoh MUI Lampung, yang menjabat sejak 









 tahun 2002 s.d. 2006. Masa kepemimpinannya disebut masa kebangkitan IAIN 
Raden Intan dilihat dari melonjaknya jumlah pendaftar calon mahasiswa, 
dikembangkannya beberapa jurusan baru dan sarana prasarana kampus, 
disepakatinya berbagai kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri, juga 
berhasil dibangun beberapa gedung baru diantaranya gedung Kantor 
Pascasarjana, gedung perpustakaan berlantai tiga, ruang Dosen Fakultas 
Tarbiyah dan ruang Dosen Fakultas Syari`ah. Namun dia berhalangan tetap 
(meninggal dunia 17 Januari 2006) maka sebagai penganti sementara adalah 
Drs. H. Mahmud Yusuf, MA. Hal ini sesuai SK Menteri Agama RI No. 




Selanjutnya, terbit Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : 
B.II/3/0847/2006 tanggal 21 Juli 2006 ditetapkan Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis 
sebagai Pgs. Rektor. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI 
Nomor : 143/M/2006 tanggal 12 Desember 2006 dilantik Prof. Dr.H. Musa 
Sueb, MA sebagai Rektor IAIN Raden Intan periode 2006 - 2010. 
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 Visi : 
terwujudnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai 
rujukan Internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif-
multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035.
70
 
 Misi : 
1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman integratif-multidisipliner 
berwawasan lingkungan yang memiliki keunggulan dan daya saing 
internasional; 
2. Mengembangkan riset ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang 
relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan lingkungan; 
3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk kepentingan 
pengembangan masyarakat dan lingkungan; dan 





1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik (ulil ilmi), 
intelektualitas (ulil albab), spiritualitas (ulil abshar), dan integritas iman, 
takwa, dan akhlaqul karimah (ulin nuha), serta kemampuan daya saing 
dalam rangka menjawab tantangan global; 
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https://www.radenintan.ac.id/visi-misi-dan-tujuan/, diakses tanggal 20 Desember 2018, 
pukul 13:05 WIB. 
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 2. Mengembangkan dan/atau menghasilkan kajian, riset, dan pengembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman 
secara inovatif, obyektif, dan dinamis; 
3. Menyebarluaskan hasil riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman, serta mengupayakan 
pemanfaatannya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan 
memperkaya kebudayaan nasional; dan 
4. Menghasilkan kerja sama dalam dan luar negeri yang memperkuat 
pengembangan universitas sebagai rujukan internasional.
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Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung merupakan 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tertua dan terbesar di Lampung. Dalam 
lintas perjalanan sejarahnya, pada April tahun 2017 UIN Raden Intan 
merupakan hasil transformasi dari IAIN Raden Intan Lampung yang 
berkembang dalam beberapa fase, yaitu: fase rintisan dan pendirian, fase 
pembangunan, fase pengembangan, dan fase alih status.
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1. Fase Rintisan dan Pendirian (1961-1973) 
Pada  mulanya,  UIN  Raden  Intan  Lampung  ketika bernama IAIN 
Raden Intan Lampung merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah 
Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL). Yayasan ini diketuai oleh 
Raden Muhammad Sayyid berdiri pada 1961 sebagai yayasan sosial.Yayasan 





 ini bertujuan membangun rumah-rumah peribadatan umat Islam dan 
pendidikan Islam di wilayah Lampung.
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Pada 1963, YKIL mengadakan Musyawarah Alim Ulama se-Lampung 
bertempat di Kota Metro Lampung Tengah dengan agenda menghimpun 
potensi alim ulama dan mengintegrasikan antara tokoh-tokoh masyarakat 
dengan aparat pemerintah. Hasil musyawarah antara lain merekomendasikan 
pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam dengan 2 fakultas, yaitu Fakultas 
Tarbiyah dan Fakultas Syari‟ah. Aktivitas akademik dan administrasi lembaga 
ini pada awalnya dipusatkan di Sekretariat Fakultas Hukum UNSRI Cabang 
Palembang di Lampung (UNILA sekarang), kemudian pindah ke Masjid 
Lungsir (sekarang Masjid al-Anwar).
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Setahun kemudian (1964), seiring dengan berdirinya Lampung sebagai 
provinsi yang terpisah dari Sumatera Selatan, Fakultas Tarbiyah dinegerikan 
sebagai cabang Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang di bawah 
kepemimpinan Syaikh Syamsuddin Abdul Mu‟thi. Selanjutnya, muncul 
gagasan untuk membangun PTAIN di Provinsi Lampung, dengan mendirikan 
Fakultas Ushuludin pada tahun 1965 dengan Dekan KH. Zakariya Nawawi.
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Pada 1966, aktivitas akademik ketiga fakultas yang ada dipindahkan ke 
Kampus Kaliawi. Pada tahun yang sama dalam rangka penegerian, dibentuklah 











Seperti bekerja keras membenahi proses administrasi dan menyiapkan 
proposal penegerian yayasan yang disetujui Menteri Agama dengan keluarnya 
Keputusan Menteri Agama RI No. 162 Tahun 1967 tentang pengesahan 
susunan personalia kepanitiaan penegerian dengan struktur organisasi yang 
diketuai oleh Gubernur Drs. Zainal Abidin Pagar Alam. Sekretaris panitia 
adalah Mochtar Hasan, SH yang pada waktu itu menjabat sekretaris daerah 
Propinsi Lampung, sementara Bendahara dijabat oleh K.H. Zakaria Nawawi 
sebagai wakil Yaperti.Adapun anggota-anggotanya terdiri dari para dekan 
fakultas yang ada, tokoh-tokoh masyarakat dan para ulama yang terdiri dari 
tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah dan PSII.
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Jerih payah dan usaha YKIL, Yaperti, dan panitia gabungan ini akhirnya 
menghasilkan SK Menteri Agama Nomor 187 Tahun 1968 tanggal 26 Oktober 
1968 tentang Pendirian “IAIN Al-Jami‟ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Raden 
Intan”. Pemberian nama “Raden Intan” didasari pada pertimbangan bahwa di 
belakang nama Universitas/Institut biasanya diberi label nama kota atau nama 
pahlawan; dan Raden Intan merupakan pejuang bangsa yang menentang 
penjajahan Belanda, sekaligus penyiar agama Islam di Lampung.
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 Pada periode pertama, kepemimpinan institut (Rektor) dijabat oleh 
Mochtar Hasan S.H., dibantu M. Djuaini Zubair, SH, sebagai Sekretaris Al-




2. Fase Pembangunan (1973-1993) 
Setelah  berakhirnya  masa  kepemimpinan  Rekor  ke-2, Institut mulai 
memasuki fase pembangunan di bawah masa kepemimpinan Rektor ke-3, 
Letkol. Drs. H. Soewarno Achmady (1973-1978). Fase ini ditandai dengan 
pemberian hibah tanah seluas 5 hektar di Labuhan Ratu oleh Pemda Dati I 
Lampung yang kemudian dibangun kampus baru untuk kegiatan administrasi 
dan akademik. Setelah proses pembangunan.
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Gedung dan sarana prasarana rampung, aktivitas Institut pun dipindahkan 
dari Kampus Kaliawi ke Kampus Labuhan Ratu.Hal ini terjadi pada masa 
kepemimpinan Rektor ke-4, Bapak Drs. Muhammad Zein (1978-1984).Pada 
masanya juga, Institut mendapat hibah tanah seluas 50 hektar di Sukarame dari 




Di kawasan yang baru ini didirikan 4 unit gedung perkuliahan berlantai 
dua yang dipersiapkan untuk kegiatan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas 
Ushuluddin.Pembangunan ini dimulai pada tahun 1984 di bawah 







 kepemimpinan Drs. H. Busyairi Madjidi sebagai rektor ke-5 (1984 – 1989). 
Setelah bangunan-bangunan dan fasilitas penunjang dipandang memadai, maka 
pada tanggal 20 Agustus 1987 kegiatan perkuliahan untuk Fakultas Tarbiyah 
dan Fakultas Ushuluddin secara resmi dipindahkan ke komplek Kampus 
Sukarame, sedangkan untuk Fakultas Syari‟ah, termasuk Rektorat, kegiatannya 
masih berlangsung di Kampus Labuhan Ratu.
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Pada masa rektor ke-6 yang dijabat Drs. H. Pranoto Tahrir Fatoni (1989-
1993), pembangunan fisik terus digalakkan, antara lain dengan membangun 
gedung Fakultas Syari‟ah dan Perpustakaan. Di samping itu, ia juga melakukan 
upaya-upaya penataan administrasi umum, terutama administrasi keuangan, 
serta bidang akademik dan kemahasiswaan.
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3. Fase Pengembangan (1993-2015) 
Gelombang pengembangan Institut mulai dilakukan secara intensif pada 
masa kepemimpinan rektor ketujuh Drs. H.M Ghozi Badrie (1993-1997), 
ditandai dengan peresmian Fakultas Dakwah yang telah dirintis sejak tahun 
1990 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 397 tahun 1993, sehingga 




Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA. (1998-2002) yang menjabat rektor ke-
8 melanjutkan upaya pengembangan akademik ini antara lain dimulai dengan 







 pemindahan seluruh kegiatan Rektorat yang semula berpusat di Kampus 
Labuhan ke Kampus Sukarame, sekaligus menandai perpindahan secara resmi 
kegiatan akademik Institut ke Kampus Sukarame. Ia juga mengupayakan 
pembukaan Program S-2 dan Fakultas Adab. Namun sayang, karena peminat 
bidang studi untuk Fakultas Adab sangat minim, maka kegiatan Fakultas ini 
dihentikan. Adapun program S2 terus survive diawali dengan 
pembahasan dalam sidang senat IAIN (sekarang UIN) Raden Intan tanggal 17 
Nopember 1999, yang menyetujui untuk membuka Program Pascasarjana (S2) 
dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Rektor nomor 222 tahun 1999 
tanggal 4 Desember 1999 tentang persiapan pendirian Program Pascasarjana 
(S2) IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Surat Keputusan Rektor tersebut 
dikukuhkan oleh Gubernur Lampung, Ketua DPRD, Rektor UNILA dan Ormas 
Islam Provinsi Lampung sebagai dukungan untuk berdirinya Program 
Pascasarjana IAIN Raden Intan. Pada tahun 2001 Program Pascasarjana IAIN 
(sekarang UIN) Raden Intan mulai beroperasi dengan jumlah mahasiswa awal 
sebanyak 52 orang.Setahun kemudian, PPs berhasil mendapat izin operasional 
berdasarkan SK. Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2002, tepatnya pada masa 
kepemimpinan Rektor ke-9, Prof. Dr. H.S. Noor Chozin Sufri (2002-2006). 
Pada masa ini dirintisnya pesantren mahasiswa (ma‟had „aly) dan dibangunnya 
beberapa gedung baru yaitu kantor Pascasarjana, gedung perpustakaan lantai 
tiga, ruang dosen Fakultas Tarbiyah dan ruang dosen Fakultas Syari‟ah. Pada 




Pengembangan dilanjutkan oleh rektor ke-10, Prof. DR. KH. Musa Sueb, 
MA. (2006-2010) dengan kebijakan peningkatan mutu akademik mahasiswa 
dan dosen, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengembangan akademik 
bahasa asing, dan pembinaan Pesantren Mahasiswa Ma‟had al-Jami‟ah di 
lingkungan kampus. Pengembangan prodi-prodi baru pada program S1 dan S2 
juga dilakukan, di antaranya: Prodi Tadris Matematika, Prodi Tadris Bahasa 
Inggris, Prodi Tadris Biologi, Prodi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal 
(PGRA), pada Fakultas Tarbiyah, Prodi Ekonomi Islam pada Fakultas 
Syari‟ah, Prodi Pemikiran dan Politik Islam pada Fakultas Ushuluddin, dan 
Prodi Perdata Syari‟ah pada Program Pascasarjana (PPs). Musa juga 
mendorong pemberdayaan unit-unit pelaksana teknis dan lembaga penunjang 
akademik antara lain Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM), Lembaga 
Penelitian (LEMLIT), Pusat Pembinaan Bahasa (PUSBINSA) dan Pusat 
Penjamin Mutu Pendidikan (P2MP), di samping pengembangan jaringan 
kerjasama dengan berbagai lembaga. Pada akhir masa jabatannya, Institut 
ditetapkan sebagai salah satu instansi pemerintah yang menerapkan 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) secara penuh 









 Laju pengembangan kampus ke arah kemajuan terus digalakkan oleh 
rektor ke-11 yang dijabat Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (2010-sekarang) 
dengan motto: Semakin Unggul dan Kompetitif. Berbagai usaha 
pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM terus digalakkan, 
baik secara fisik maupun akademik.Sejumlah gedung adminitrasi dan sarana 
akademik direnovasi dan dibangun untuk memberikan layanan prima bagi 
mahasiswa. Fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran pun terus dibenahi dan 
dibangun, antara lain: hotspot, laboratorium, hingga lapangan olahraga. Di 
bawah kepemimpinannya, sejumlah prestasi mulai diukir pada level 
nasional.Tahun 2011, IAIN (sekarang UIN) Raden Intan Lampung menduduki 
peringkat pertama se-wilayah Sumatera dan ketiga nasional untuk SPMB-




Terhitung November 2011, IAIN (sekarang UIN) Raden Intan memiliki 
jurnal ilmiah terakreditasi nasional, yaitu ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, 
Jurnal Al-„Adalah, dan Jurnal Kalam. Dan awal tahun 2012, Program 
Pascasarjana membuka Program Doktor dengan Konsentrasi Hukum Islam dan 
Manajemen Pendidikan Islam.Dan masih banyak lagi kemajuan yang dicapai 









 Selanjutnya melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1457 
Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 diberikan tambahan 4 izin penyelenggaraan 
program magister (S2) yaitu: Ekonomi Syari‟ah, Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir, 
Filsafat Agama, dan Manajemen Pendidikan Islam. Hingga saat ini tahun 2017 
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung menyelenggarakan 8 
program studi Magister (S2) dan 3 program Studi Doktor (S3).
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4. Fase Alih Status (2015-2017) 
Sejak tahun 2014, tepatnya bulan Mei 2014 telah selesai penyusunan 
proposal transformasi IAIN Raden Intan Lampung menjadi UIN Raden Intan 
Lampung.Pada tahun 2015 Menteri Agama, melakukan studi kelayakan dengan 
hadirnya Direktur Jenderal Pendidikan Islam ke kampus UIN Raden Intan 
Lampung. Melalui perjuangan sungguh-sungguh di bawah kepimpinan Prof. 
Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor, akhirnya pada tahun 2016 
mendapatkan persetujuan/izin prinsip dari Presiden Republik Indonesia bahwa 
IAIN Raden Intan Lampung menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung dengan motto Intelectuality, Spirituality, dan Integrity.
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Tahun 2017 menjadi awal perubahan arah pengembangan pendidikan 
tinggi di UIN Raden Intan Lampung dengan diterbitkannya Peraturan Presiden 
Nomor 38 tahun 2017 tanggal 7 April 2017, yang juga mempengaruhi arah 
pengembangan UIN Raden Intan Lampung. Pada bulan April 2017, Peraturan 





 Presiden tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diundangkan, 
sehingga sejak 2017 diresmikan menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung yang disingkat UIN RI Lampung dengan pengembangan beberapa 
fakultas dan program studi bidang sains dan teknologi.
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Daftar Rektor IAIN Raden Intan : 
1. H. Mukhtar Hasan (1968-1971) 
2. Drs. Ibrahim Bandung (1971-1973) 
3. Drs. H. Suwarno Achmady (1973-1978) 
4. Drs. H. Muhammad Zein (1978-1984) 
5. Drs. H. Busyairi Majidi (1984-1989) 
6. Drs. H. Pranoto Tahrir Fatoni (1989-1993) 
7. Drs. H.M. Ghozi Badrie (1993-1998) 
8. Prof. DR. H.M. Damrah Khair, M.A.(1998-2002) 
9. Prof. DR. H.S. Noor Chozin Sufri (2002-2006) (meninggal 17 Januari 
2006) 
10. Drs. H. Mahmud Yusuf, MA. (Pengganti sementara) s.d. 21 Juli 2006 
11. Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis (Pelaksana tugas s.d. 12 Desember 2006) 
12. Prof. Dr.H. Musa Sueb, MA (2006 - 2010) 
13. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (2011-2015) 
14. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (2015-2019), periode kedua. 
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 1. Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan memiliki sepuluh jurusan/program Studi 
yaitu :  
a. Program Studi Pendidikan Agama Islam (S.Pd) 
b. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (S.Pd) 
c. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S.Pd) 
d. Program Studi Bimbingan & Konseling (S.Pd) 
e. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S.Pd) 
f. Program Studi Pendidikan Matematika (S.Pd) 
g. Program Studi Pendidikan Biologi (S.Pd) 
h. Program Studi Pendidikan Fisika (S.Pd) 
i. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (S.Pd) 
j. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah /PGSD (S.Pd) 
2. Fakultas Ushuluddin dan Study Agama 
Fakultas Ushuluddin memiliki tujuh jurusan/program Studi sebagai 
berikut :  
a. Program Study Aqidah dan Filsafat Islam 
b. Program Study Ilmu Alquran dan Tafsir 
c. Program Study Pemikiran Politik Islam 
d. Program Study Psikologi Islam 
e. Program Study Sosiologi Islam 
 f. Program Study Agama-Agama 
g. Program Study Tasawuf dan Psikoterapy 
 
3. Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum 
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum memiliki tiga Jurusan/program Studi 
yaitu:  
a. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H) 
b. Program Studi Hukum Tata Negara (S.H) 
c. Program Study Hukum Ekonomi (S.H) 
4. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 
Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memiliki empat jurusan/program 
studiyaitu :  
a. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (S.Kom) 
b. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (S.Sos) 
c. Program Studi Manajemen Dakwah (S.E) 





 5. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam memiliki empat jurusan/program studi 
yaitu :  
a. Program Studi Ekonomi Syariah (S.E) 
b. Program Studi Perbankan Syariah (S.E) 
c. Program Studi Akuntansi Syariah (S.E) 




























B. ASN di Rektorat UIN Raden Intan Lampung 
Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN)sebagaimana yang tercantum dalam 
pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara perubahan atas Undang-Undang No. 43 tahun 1999 
tentang Pegawai Negeri : 
1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagai Pegawai Negeri Sipil  dan 
Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah. 
2. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 
diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 
Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja 
pada instansi pemerintahan. Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
Pegawai Negeri Sipil di Kantor UIN Raden Intan Lampung harus efektif 
menjalani tugas dan fungsinya sebagai pegawai, efektifitas itu sendiri adalah 
 Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti efek, pengaruh, 
akibat, atau dapat membawa hasil.Jadi efektivitas dapat diartikan keaktifan, 
daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan 
tugas dengan sasaran yang dituju.Efektivitas menekankan pada hasil yang 
dituju atau tepat sasaran.Dalam melakukan tugas pelayanan publik Aparatur 
Sipil Negara (ASN) dalam melakukan pelayanan publik harus cepat dan tepat. 
Karena masyarakat awam tentunya akan kesulitan jika dalam kepengurusan 
sesuatu harus disusahkan dengan persyaratan-persyaratan yang terlalu berbelit-
belit dan terkesan tidak masuk akal.
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Penyelenggaraan pelayanan publik, menurut Undang-undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah pelayanan masyarakat atau 
abdi negara yang memiliki tangung jawab terhadap pelayanan publik dalam 
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Terkaitharapan masyarakat 





C. Pelaksanaan Disiplin ASN di Rektorat UIN Raden Intan Lampung 
Pada bagian ini dibahas mengenai hasil penelitian tentang pelaksanaan 
Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di 
Kantor Rektora UIN Raden Intan Lampung. Pelaksanaan Disiplin Aparatur 
Sipil Negara di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung sudah berjalan 
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 sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang disiplin ASN. 
Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Kantor UIN Raden Intan Lampung pada 
dasarnya sudah mematuhi aturan jam kerja yang sudah dibuat dalam aturan 
kedinasan. Jam kerja yang telah di tetapkan di Kantor Rektorat Uin Raden 
Intan Lampung yaitu masuk kerja pada pukul 07.30 WIB, waktu istirahat jam 
12.00-13.00, lalu pualng kerja pada pukul 16.00 WIB pada hari senin-kamis, 
sedangkan pada hari jum‟at jam masuk kerja pada pukul 07.30-16.30 WIB. 
Tetapi sejak peraturan itu berlaku tetap masih ada saja Aparatur Sipil Negara 
yang masih melanggar atauran jam kerja yang telah ditetapkan, bapak Azis 
Mohadi,S.Ag.,M.M mengatakan bahwa sudah ada 3 orang pegawai yang di 
BAP akibat tidak disiplin kerja. Untuk mengatasi pelanggaran disiplin yang 
sering terjadi terhadap Aparatur Sipil Negara maka Azis Mohadi,S.Ag.,M.M 
selaku KASUBAG Kepegawaian di Kantor UIN Raden Intan Lampung 
menerapkan aturan disiplin seperti : 
a. Memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar Disiplin. 
Dalam hal pemberian sanski kepada Aparatur Sipil Negara yang 
melanggar aturan disiplin, pada tahun 2015 ada 1 orang yang dikenakan 
sanksi, dimana ada 3 tingkatan pelanggaran yaitu : 
1). Pelanggaran disiplin Ringan 
ASN yang tidak di beritahu namanya melakukan pelanggaran terhadap 
jam kerja yaitu sering datang terlambat ke kantor pada pukul 09.00 
WIB yang dimana dalam aturan jam kerja ASN harus masuk kerja 
pukul 07.30 WIB. Akibat melakukan pelanggaran disiplin ringan ASN 




2). Pelanggaran Disiplin Sedang. 
 Berdasarkan hasil wawancara terhadap Azis Mohadi,S.Ag.,M.M selaku 
Kasubag Kepegawaian di Kantor UIN Raden Intan Lampung ASN yang 
tidak diberi tahu namanya itu sudah melakukan disiplin sedang karena 
tidak masuk kerja selama berbulan-bulan, pegawai tersebut mendaptkan 
sanksi berupa penurunan gaji berkala selama setahun.
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3). Pelanggaran Disiplin Berat. 
 Selain itu ada pula pegawai yang melakukan pelanggaraari jabatan 
disiplin berat yaitu tidak pernag masuk kantor, dan ia dikenakan sanksi 
disiplin berupa pembebasan dari jabatan sesuai dengan surat keputusan. 
b. Melaksanakan Pengawasan Melekat. 
Pengawasan melekat bertujuan untuk membuat ASN sadar akan tanggung 
jawab atas pekerjaannya, pelaksanaan ini dilakukan dengan cara: 
3. Pemeriksaan oleh atasan secara langsung terhadap pekerjaan. 
4. Pekerjaan dilaksanakan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. 
5. Mengevaluasi terhadap tugas-tugas bawahannya. 
6. Pemeriksaan secara langsung ketika sedang melakukan pekerjaan. 
7. Para pegawai harus izin kepada atasan ketika meninggalkan kantor. 
8. Pegawai harus melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 
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 Selain itu di Kantor UIN Raden Intan Lampung telah di pasangkan absensi 
berupa sensor face dan finger print sehingga pegawai tidak bisa memanipulasi 
data absensi, absensi diadakan dua kali yaitu pada pagi hari yang diadakan 




Peraturan dikantor UIN Raden Intan Lampung sudah dilaksanakan 
menurut peraturan perundang-undangan Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
kedisiplinan, telah dilaksanakn dan dijalankan dikantor UIN Raden Intan 





D. Penerapan Sanksi Bagi ASN Yang Tidak Disiplin di Rektorat UIN 
Raden Intan Lampung 
Sanksi yang telah dibuat di terapkan dan dijalankan oleh kepala kasubag 
kepegawaian, salah satunya adalah mendapatkan sanksi teguran dan penurunan 
jabatan kepada pegawai yang melanggar peraturan yang sudah diatur dalam 
undang-undang Nomor 53 Tahun 2010 pada pasal 7, tentang sanksi 
kepegawaian yang tidak disiplin. Banyak faktor yang menyebabkan ketidak 
disiplinan pegawai tersebut salah satunya adalah keterlambatan waktu.Karena 
sanksi yang telah diterapkan bukan hanya pegawai yng hadir, melainkan 
keterlambatan waktu kisaran 10 menit sampai batas waktu yang ditentukan.
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 Proses penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara di Kantor UIN 
Raden Intan Lampung dengan cara sebagai berikut : 
a. Pemanggilan  
Tata cara pemanggilan bagi pegawai ASN yang melakukan pelanggaran 
disiplin di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung sudah sesuai 
dengan apa yang telah diatur dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pemanggilan dilakukan untuk 
pemeriksaan bagi pegawai ASN yang telah melakukan pelanggaran 
disiplin. 
Menurut Azis Mohadi,S.Ag.,M.M selaku Kasubag Kepegawaian 
pemanggilan ini berlaku sampai dengan tujuh hari kerja sebelum 
tanggal pemeriksaan. Apabila ASN tersebut tidak memenuhi panggilan 
secara tertulis pertama, maka akan dilakukan pemanggilan secara 
tertulis tahap kedua tujuh hari kerja sejak tanggal seharusnya maka 
ASN yang melakukan pelanggaran disiplin diperiksa pada pemanggilan 
pertama. 
Namun apabila ASN yang melakukan pelanggaran disiplin tidak juga 
hadir pada pemanggilan tahap pertama dan kedua maka pejabat yang 
bersangkutan berhak menjatuhkan hukuman bagi ASN yang melakukan 
pelanggaran disiplin berdasarkan keterangan yang ada tanpa dilakukan 
tahap pemeriksaan, hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil. 
 b. Pemeriksaan  
Tata cara pemeriksaan ASN yang diduga melakukan pelanggaran 
disiplin diatur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebelum ASN 
dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa 
terlebih dahulu ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. 
Pada saat pemeriksaan ini Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung 
telah mengikuti seperti apa yang telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bahwa, pemeriksaan bagi 
ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup 
dan hasilnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
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c. Penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin 
Dalam melakukan proses pemeriksaan pejabat yang berwenang 
melakukan serangkaian cross checkpelanggar, mendengar pernyataan 
langsung dari ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, mendengar 
atau meminta keterangan dari pihak lain agar dapat objektif dalam 
melakukan penjatuhan hukuman. Tujuan yang hendak dicapai dalam 
melakukan penjatuhan hukuman adalah agar ASN tersebut tidak 
mengulangi dan apabila telah memenuhi kategori hukuman berat Asn 
tersebut dapat di berhentikan. 
Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman 
disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
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 Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 15, apabila pejabat yang berwenang 
menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang 
melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman 
disiplin oleh atasannya, apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang 
menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi 


















 BAB IV 
KEDISIPLINAN ASN DI REKTORAT UIN RIL DALAM TINJAUAN 
FIQH SIYASAH 
 
A. Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Peran Sanksi Disiplin 
di Kantor UIN Raden Intan Lampung 
Pelaksanaan peran sanksi dalam lingkup Kepegawaian di Kantor UIN 
Raden Intan Lampung.Disiplin sangat penting untuk perkembangan 
perkantoran, digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat 
mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan, baik secara perorangan 
maupun kelompok. Dengan adanya kesadaran dalam melaksanakan aturan-
aturan kantor yang diwujudkan dalam disiplin yang tinggi, faktor utama untuk 
mencapai produktifitas kerja yang tinggi adalah pelaksanaan disiplin kerja 
pegawai. Faktor-faktor pelaksanaan disiplin kerja pegawai di Kantor Rektorat 
UIN Raden Intan Lampung adalah datang dari diri pegawai itu sendiri 
misalnya, pegawai datang ke kantor dengan tertib, teratur dan tepat waktu  
sehingga disiplin kerja dapat berlangsung dengan baik. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, Azis Mohadi,S.Ag.,M.M selaku 
Kasubag Kepegawaian beliau memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan 
Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor UiN Raden Intan Lampung. Beliau 
telah menerapkan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang yaitu dengan cara 
memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang melanggar disiplin, 
baik itu pelanggaran disiplin ringan maupun pelanggaran disiplin berat dan 
 beliau juga menjelaskan bahwasanya Aparatur Sipil Negara yang mematuhi 
aturan disiplin dan bekerja dengan professional maka ASN tersebut akan 
mendapatkan penghargaan berupa ucapan atau material. Selain itu dalam 
meningkatkan disiplin bagi ASN di Kantor Rektorat UIN Raden Intan 
Lampung Azis Mohadi,S.Ag.,M.M selaku Kasubag Kepegawaian melakukan 
pengawasan secara langsung terhadap bawahannya agar tugas yang diberikan 
kepada bawahannya tersebut berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pelaksanaan disiplin Aparatur Sipil Negara di Kantor Rektorat UIN Raden 
Intan Lampung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
yang mengatur tentang disiplin pegawai tersebut. 
 
B. Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam  Sanksi Disiplin di Kantor UIN 
Raden Intan Lampung Menurut Fiqih Siyasah.  
 
Kinerja Aparatur Sipil Negara sangat berkaitan dengan kaidah good 
governance berorientasikan pada pencapaian tujuan nasiolan dan pemerintahan 
yang ideal (efisien dan efektif).Dalam melakukuan pencapain tujuan nasional 
hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan atau kepemerintahan ditunjukkan 
kepada terciptanya fungsi pelayanan publik.Agar suatu tata kelola 
pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus di penuhi 
adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan, dan keadlilan hukum, 
akuntabilitas, transparasi, responsifitas, dan adanya visi. 
 Untuk dapat mewujudkan good goverenancedalam tiga aspek tersebut 
diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat ditemukan dari beberapa asas 
tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam memperhatikan ayat-ayat Al-
Qur‟an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang 
dapat mewudjudkan kinerja Aparatur Sipil Negara yang baik, yaitu keadilan, 
meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan amanah.  
Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat 
dipisahkan dalam menetapkan fiqih siyasah, keduanya harus diwudjudkan 
demi pemeliharaan martabat manusia (basyariah insaniyah). Nilai dasar 
mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, sebagai 
firman Allah Q.S. An-Nisa: 58. 
 
 ٌَّ ِإ۞ َ َّللّٱ  ْأ ُّدَُؤت ٌَأ ۡىُكُشُيَۡأٌ ِت
ََُٰ َََٰيۡلۡٱ  ٍَ ٍۡ َب ُىت ًۡ َكَح اَِرإ َٔ  َآِه ْۡ َأ ٰٓ ََٰىِنإ ِساَُّنٱ  ٌَأ
 ِب ْإ ًُ ُكَۡحت  ِلۡذَعۡنٱ  ٌَّ ِإ َ َّللّٱ  ِّ ِب ىُُكظَِعٌ ا ًَّ ِِعَ ٰۦٓ  ٌَّ ِإ َ َّللّٱ  اٗشٍَِصب ا ََۢعٍ ًِ َس ٌَ اَك١٥  
 
Dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat efisiensi akan terlihat pada 
ringannya biaya pengurusan dan singkatnya waktu yang di habiskan anggota 
masyarakat untuk satu pelayanan yang berkualitas, adapun pelayanan yang 
tidak efisien disebabkan oleh paradigma birokrasi sebagai kekuasaan, bukan 
sebagai pelayanan.  
Pada dasarnya, Al-Qur‟an diatas berbicara tentang etika kepemimpinan 
dalam Islam.Dalam Al-Qur‟an ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam 
kepemimpinan adalah tanggung jawab.Semua orang yang hidup di muka bumi 
ini disebut sebagai pemimpin.Karenanya, sebagai pemimpin, mereka memikul 
tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirirnya sendiri.Dengan adanya 
 tanggung jawab dari seorang pemimpin (ulil amri) maka diharapkan kesadaran 
dalam konsep al-ukhuwwah sebagai salah satu nilai dasar syari‟ah dapat 
diturunkan asas responsifitas dalam pemberian pelayanan, responsifitas 
terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sepenuhnya dapat dijalankan 
oleh aparatur sipil negara atau (tabi’in). 
Kinerja yang baik akan berpengaruh pada produktifitas kerja, nilai dasar 
fiqih siyasah lainnya adalah amanah didalam konsep amanah itu terdapat suatu 
asas akuntabilitas, untuk melayani akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria 
yang penting dalam suatu kinerja aparatur sipil negara. Pelaksanaan tinjaun 
fiqh siyasah terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam peran sanksi dan 
kedisiplinan di kantor UIN Raden Intan Lampung adalah datang dari aturan 
yang berdasarkan Undang-Undang dan dipatuhin oleh diri pemimpin (ulil 
amri) dan diri Aparatur Sipil Negara (tabi’in) itu sendiri misalnya, Aparatur 
Sipil Negara datang ke kantor dengan tertib, teratur dan tepat waktu sehingga 
disiplin kerja, berpakain rapi di tempat kerja, maka susunan kerja akan terasa 
nyaman dan rasa percaya diri dan bekerja akan tinggi. Memiliki tanggung 
jawab yang tinggi, dengan bertanggung jawab terhadap segala tugasnya 






 A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampungtelah 
diimplementasikan sejak peraturan tersebut diberlakukan. 
Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum optimal 
dilaksanakan karena masih ada beberapa Aparatur Sipil Negara di 
Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung yang masih melakukan 
pelanggaran disiplin. ASN di Lingkungan Kepegawaian Kantor Rektorat 
UIN Raden Intan Lampung memiliki peran besar dalam implementasi 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil, khususnya dalam meningkatkan disipilin pegawai terhadap 
jam kerja. Kurang maksimalnya sanksi yang diberikan pegawai dan 
kurang sadarnya pegawai dalam sanksi yang diberikan tersebut, 
sehingga kepala Kasubag Di Kantor UIN Raden Intan Lampung 
memberikan toleransi dan sanksi Ringan Kepada pegawai ASN tersebut. 
2. Tinjauan hukum Islam dalam mewujudkan implementasi disiplin 
Aparatur Sipil Negara di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung 
sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya penerapan aturan 
disiplin sesuai dengan undang-undang yang berlaku, aparatur sipil 
negara (tabi”in) yang melanggar aturan disiplin sudah diberikan sanksi 
 sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan, dan Kasubag (ulil 
amri) sudah bersikap amanah dan profesional dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya, dengan melakukan pengawasan secara melekat dan 
reward yang diberikan terhadap ASN yang mematuhi aturan disiplin. 
B. Saran 
1. Kasubag di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung perlu 
melakukan pengawasan intensif terhadap para bawahannya untuk 
mentaati ketentuan kerja, dimana pada saat yang sama pimpinan juga 
harus mentaati ketentuan kerja terkecuali dengan alasan tertentu. Hal 
ini dilakukan sebagai bentuk keteladanan pimpinan dalam 
melaksanakan disiplin jam kerja terhadap para bawahan. 
2. Sebaiknya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pedawai Negeri Sipil ini disosialisasikan untuk pembangunan 
ASN yang diarahkan untuk menciptakan ASN yang lebih efisien, 
bersih dan berwibawa serta mampu mengimplementasikan seluruh 
tugas umum dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. 
3. Sebaiknya ada pembinaan yang rutin untuk ASN di Kantor Rektorat 
UIN Raden Intan Lampung dalam upaya peningkatan kesadaran 
kedisiplinan sebab dengan melakukan pembinaan diharapkan dapat 
berpengaruh terhadap sikap dan perilaku para pegawai. Dan 
pembinaan ini dilakukan dengan serius karena untuk membangun ASN 
yang berkualitas. 
  
 DAFTAR PUSTAKA 
 
  Abdurrahmat Fathoni, Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia, 
Jakarta: Rinea Cipta, 2009. 
 Abdulkadir Muhmmad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, 
Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004. 
Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia 
Terlengkap, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997. 
Amiruddin Dan Zainal Arifin Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 
Jakarta : Balai Pustaka, 2006. 
Arikunto, Suharsimi dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (\Jakarta : Bumi 
Aksara, 2008. 
A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Surabaya : Pustaka 
Progresif, 1984. 
Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia 
Terlengkap, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997. 
Departemen Agama Republik Indonesia. 
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2002. 
Dessler Gary, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT. Prenhallindo, 
1997. 
Hizbut Tahrir, Sturktur Negara Khilafah, (Pemerintahan dan Administrasi), 
penerjemah, Yahya A.R, Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006. 
Inu Kencana Syafie dkk, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta : Bumi Aksara, 
1999. 
Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, Cet. Ke-VII, Bandung : 
Mandar Maju, 2004. 
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan New Cordova, Bandung: 
CV Penerbit Sygma, 2012. 
Louis Groce Schalk, Understanding Story, A Primer Of Histirical, 
Terjemahan Nugroho, Uu Press, 1995. 
M. Ladzi Safroni, Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta : 
Aditya Media, 2012. 
 Moenir AS. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta : Bumi 
Aksara, 2008. 
Mohhamad Iqbal, Pelayanan Yang Memuaskan, Jakarta : Gramedia, 2007. 
Moh. E. Hasim, Kamus Istilah Islam, Bandung : Penerbit Pusaka, 1987. 
Muhammad Ibn Manzhur, Lisanul Arab, Madah: Darul Fikri, 1386. 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan ASN. 
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Jakarta:  Balai Pustaka, 2008. 
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, (Jakarta : 
Ghalia, 1994), h. 11. 
 
Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. 
Sarinah Mardalena, Pengantar Manajemen, Yogyakarta : Penerbit 
Deepublish, 2017. 
Sayuti Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta : 
Rajawali Pers, 1997. 
Suhar Arikunto, Prosedur Penelitian Suatan Pendekatan , Jakarta :  Rinek 
Cipta, 2006. 
Susiadi AS, Metodelogi Penelitian, Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan 
Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015. 
Yulian Prabowo,Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip 
Good Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil 
Negara,Skripsi. 
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 
3, 2011. 
http://jatimprov.go.id/read/profil/satuan-kerja-perangkat-daerah, (diakses 
tanggal 30 Oktober 2018, Pukul 20:00 WIB). 
https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, (diakses Tanggal 27 September 2018, 
pukul 20:15 WIB). 
https://www.google.co.id/amp/bangka.tribunnews.com/amp/2014/03/33/mene
gakkan-disiplin-pns, (diakses Tanggal 28 September 2018, pukul 08:00 
WIB). 
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/53Tahun2010.htm,(diakses 
Tanggal 28 September 2018, pukul 09:00 WIB). 
 http://gpengertian.blogspot.com/2012/06/responden-pengertian-contoh-
kelebihan.html, (diakses Tanggal 30 September 2018, pukul 07:00 WIB). 
https://id.m.wikpedia.org/pelayanan-publik/asn. (diakses tanggal 18 
september 2018, pukul 12.30 wib). 
http://nanangnugraha4.blogspot.com/penyelenggaraan-pelayanan-
publik.html?m=1. (diakses tanggal 18 september 2018. Pukul 09.50 wib). 
https://www.radenintan.ac.id/sejarah-singkat/ , (diakses Tanggal 20 Desember 
2018, pukul 13:00 WIB). 
Hasil wawancara,Bp.Azis Mohadi,S.Ag.,M.M sebagai Kabag organisasi dan 
kepegawaian,Tanggal 24 Desember 2018,Pukul 09.30 Wib. 
 
